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MOTTO 

 

Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta 

pertolongan. 

(Q.S. Al-Fatihah: 5)¹ 

Cukuplah Allah bagiku tidak ada tuhan selain dia hanya kepadanya aku 

bertawakal. 

(Q.S. At-taubah: 129)²  

¹ Al-Quran dan Terjemah 
² Al-Quran dan Terjemah 
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RINGKASAN 
 

Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. 

XXX; Albas Dwi Rachmano, 150903101002; 2018: 70 halaman; Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  adalah  pajak  yang  dikenakan 

atas  penghasilan  tertentu  lainnya.  Pajak  Penghasilan  tersebut  diatur  lebih  lanjut 

pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang 

penghasilan  badan  usaha  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Wajib  Pajak 

yang  memiliki  Peredaran  Bruto  tertentu  yaitu;  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau 

Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap), dan Menerima 

penghasilan  usaha,  tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan dengan 

pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 

1 (satu) Tahun Pajak. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk memberikan 

kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk 

tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan 

kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. 

Tujuan penulis melaksanakan  Tugas Akhir pada tanggal 26 Februari 2018 

s/d  06  April  2018  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan 

khususnya tentang Pajak Penghasilan Badan Usaha dengan Peredaran Bruto 

Tertentu  pada  CV.  XXX  atau  badan  usaha  jasa  pendidikan  dan  pelatihan  yang 

namanya  disamarkan.  Karena    di  dalam  CV.  XXX  atau  badan  uasaha  tersebut 

terdapat objek pajak badan usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Sehingga  penulis  dapat  memperoleh  gambaran  secara  nyata  tentang  Prosedur 

Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). 

CV. XXX melakukann penghitungan dengan menghitung terlebih dahulu berapa 

besarnya  jumlah  peredaran  bruto  usaha  setiap  bulannya  dan  kemudian  jumlah 

peredaran bruto setiap bulan tersebut dikaliakan dengan tarif pajak sebesar 1%. 
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Prosedur Penyetoran dapat dilakukan oleh CV.XXX dengan menggunakan 

sistem elektronik e-Billing menggunakan jenis kode pajak 420 untuk 

mendapatkan  cetakan  kode  billing  yang  digunakan  untuk  penyetoran  ke  bank 

persepsi  atau  kantor  pos  melalui  www.sse3.pajak.go.id.  Setelah  mendapat  Bukti 

Seteran  Bank  dan  mendapat  NTPN  dianggap  telah  menyampaikan  SPT  Masa 

Pajak. CV. XXX hanya melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan 

menggunakan,  formulir  1771  melalui  sistem  elektronik  e-SPT  setalah  itu  data 

tersebut dijadikan menjadi file CSV untuk melakukan pelaporan atau pengiriman 

melalui  sistem elektronik e-Filing. 

 (Dilaksanakan  dengan  Surat  Tugas  Nomor  0605/UN25.1.2/SP/2018, 

Diploma  III  Perpajakan  Jurusan  Administrasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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PRAKATA 

 

 Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  segala  Rahmat  dan  Karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 

4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX”. Laporan 

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Penyusunan  Laporan  Tugas  Akhir  ini  tidak  lepas  dari  bantuan  berbagai 

piahak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Dr.   Ardiyanto,   M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember; 

2. Dr.  Akhmad  Toha  M.Si,  selaku  Ketua  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Fakultas 

Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Drs.  Boedijono,  M.Si,  selaku  Ketua  Program  Studi  Diploma  III  Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4. Dosen  Pembimbing  dan  Dosen  Pembimbing  Akademik  Ibu  Yeni  Puspita 

S.E., M.E. yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir; 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang 

telah memberikan ilmu sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan studi ini; 

6. Ayahanda  Alwi  Basyar  dan  Ibunda  Puji  Astuti, terimakasih  atas  segala  doa 

yang selalu ada disetiap helaan nafas, untuk cinta dan kasih sayang yang tidak 

bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. 

7. Bapak  Drs.Agus  Sambodo.SH.,MSA.,BKP    Selaku  Direktur  Utama  Kantor 

Konsultan Pajak Drs.Agus Sambodo dan Rekan Malang; 

8. Seluruh Staff dan Karyawan KKP.Drs Agus Sambodo dan Rekan, PT. Cipta 

Sarana Cendekia, CV. Cipta Jasatama, dan KAP. Drs. Abdul Ghoni Abubakar 

dan Rekan;  
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9. Rekan-rekan  seperjuangan  Program  Studi  Diploma  III  Perpajakan  angkatan 

Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya; 

10. Sheila Hasna Ardiana dan Rekan yang sudah membantu dan memberi 

semangat; 

11. Sahabat Terbaikku yang senantiasa memberi dukungan; 

12. Seluruh   keluarga  besar    yang  selalu   memberikan   semangat   dalam   

proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir; 

13. Serta  semua  pihak  yang  telah  membantu  baik  tenaga  maupun  pikiran  demi 

kesempurnaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 Penulis  juga  menerima  segala  kritik  dan  saran  dari  semua  pihak  demi 

kesempurnaan  Tugas  Akhir  ini.  Akhirnya,  penulisan  berharap  Tugas  Akhir  ini 

dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

Jember, 21 Mei 2018         Penulis
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Sumber  pendapatan  negara  terbesar  adalah  dari  sektor  penerimaan  pajak. 

Definisi Pajak menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:3), pajak adalah iuran 

rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) 

dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  ditunjukkan 

dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Hal  ini  dilakukan  untuk 

mensejahterakan  rakyat.  Peranan  pajak  dapat  dirasakan  baik  secara  langsung 

maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Srimulyani, 2018) 

Pendapatan Negara dalam postur Anggaran Pendapatan Bulanan Negara (APBN) 

ditetapkan jumlah sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah ini termasuk dalam sumber 

penerimaan  pajak  sebesar  Rp  1.618.1  triliun,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak 

sebesar  Rp  275,4  triliun  dan  hibah  sebesar  Rp  1,2  triliun.  Sumber  pendapatan 

Negara  terbesar  terletak  pada  potensi  perpajakan  termasuk  pada  program  Tax 

Amnesti pajak dan penerimaan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru. 

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar 

dari penerimaan Negara. Penerimaan pajak penghasilan ini diharapkan dapat terus 

meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasinal. Untuk itu pemerintah 

mulai  melaksanakan  suatu  trobosan  yaitu  dengan  menerapkan  system  pengenan 

pajak penghasilan yang bersifat final. Kebijakan ini diharapkan mampu 

meningkatkan  kepatuhan  dan  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam 

mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat 

meningkat. Dalam Udang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  memberikan  pemerintah  untuk  mengatur 

lebih  lanjut  untuk  pengenaan  pajak  penghasilan  final  atas  penghasilan  tertentu 

lainnya. 

Indonesia terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu official assesment 

system, selff assesment system, dan withholding system. Pada tahun 1983 

Indonesia  mengubah  sistem  pemungutan  pajak  dari  official  assesment  system 
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menjadi selff assesment system. Official assesment system adalah sistem 

pumungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentuka 

berapa besarnya pajak terutang. Di Indonesia yang berlaku selff assesment system, 

Wajib Pajak harus dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

terutangnya (Mardiasmo, 2002). Perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan 

dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tapi 

kenyataannya, kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. 

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat 

final.  Pajak  penghasilan  yang  bersifat  final  merupakan  pajak  penghasilan  yang 

pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan 

(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pada 

Pasal 4 ayat (2) huruf e berbunyi penghasilan tertentu lainnya yaitu pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

dan  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  107/PMK.011/2013, 

menegaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu 

yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk 

Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari 

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 

Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

CV. XXX adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa pendidikan dan 

pelatihan perpajakan program bevet A, B, dan C  di kota Malang  yang namanya 

tidak  untuk  dipublikasikan.  Dalam  satu  tahun  pajak  memiliki  peredaran  bruto 

sebesar Rp 793.086.364,00 sehingga CV. XXX merupakan subjek pajak 

penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  atas  penghasilan  tertentu  lainya,  karena 

jumlah peredara bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 dan 

berkewajiban  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri. 

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari 

usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

 

tertentu  diatur  dalam  peraturan  menteri  keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 

107/PMK.011/2013. 

Penulisan ini penulis memilih CV. XXX sebagai subjek pajak yang 

dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huru e tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki 

penghasilan tertentu lainnya. Tercatat data penerimaan bruto (omzet) dalam satu 

tahun pajak pada CV. XXX tahun 2016 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Pendapatan usaha dalam satu tahun pada CV. XXX 

No Bulan Tahun 2016 
1 Januari Rp    46.500.000,00 
2 Februari Rp    49.300.000,00 
3 Maret Rp    63.050.000,00 
4 April Rp    31.000.000,00 
5 Mei Rp    23.250.000,00 
6 Juni Rp    23.250.000,00 
7 Juli Rp    46.500.000,00 
8 Agustus Rp    54.250.000,00 
9 September Rp    46.500.000,00 

10 Oktober Rp    46.500.000,00 
11 November Rp    65.100.000,00 
12 Desember Rp  297.886.364,00 

 Jumlah omzet satu tahun Rp  793.086.364,00 
Sumber : Seksi Konsultan CV. XXX Malang (2017) 

Berdasarkan data di atas CV. XXX  termasuk dalam kriteria yang dikenai 

Pajak  Penghasilan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  yang    diketahui  bahwa  pendapatan 

usaha  dalam  satu  tahun  pajak  pada  tahun  2016  (Januari  2016  sampai  Desember 

2016) memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000. Dengan demikian, 

atas  penghasilan  dari  usaha yang  diterima  oleh  CV XXX  pada  tahun  2017 

mempuyai kewajiba menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri dan 

dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto perbulan. Berdasarkan hal 

di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat  judul tentang “Prosedur 

Penghitungan  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Final  Pasal  4 

Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX”. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  akan  diajukan  rumusan  masalah  yaitu: 

Bagaimana Prosedur Penghitungan Penyetoran dan  Pelaporan Pajak Penghasilan 

Final  Pasal  4  Ayat  (2)  Atas  Badan  Usaha  Jasa  Pendidikan  Dan  Pelatihan  CV. 

XXX? 

 

I.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat  yang wajib dilaksanakan 

oleh  mahasiswa  untuk  menyelesaikan  Progam  Studi  Diploma  III  Administrasi 

Perpajakan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Jember.  Setiap 

kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu: 

 

1.3.1 Tujuan Tugas Akhir 

Ada pun tujuan dilaksanakannya Laporan Tugas Akhir yaitu: Untuk 

Mengetahui Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Final  Pasal  4  Ayat  (2)  Atas  Badan  Usaha  Jasa  Pendidikan  Dan  Pelatihan  CV. 

XXX. 

 

1.3.2 Manfaat Tugas Akhir 

Setiap  dilaksanakan  kegiatan  tentunya  ada  yang  namanya  manfaat,  yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan 

teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan; 

2. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh 

saat melaksanakan Tugas Akhir; 

b. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai  sarana  untuk  menjembatani  hubungan  kerjasama  lebih  lanjut 

antara  pihak  perusahaan  atau  instansi  dengan  pihak  Universitas  Jember 

baik dibidang akademis maupun organisasi. 
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2. Membantu  dalam  membentuk  jiwa  kerja  yang  unggul  dan  menjadikan 

etos kerja yang disiplin agar dapat  menjadi pekerja yang profesional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari 

berbagai macam literatul, yang berhubungan dengan permasalahan  yang akan di 

bahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu 

permasalahan. Tujuangnya adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaporan 

pajak  Penghasilan  Badan  Usaha  menggunakan  Peraturan  Pemerintah No.  46 

Tahun 2013. 

 

2.1 Prosedur dan Pelaporan 

2.1.1 Pengertian Prosedur dan Pelaporan 

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya  melibatkan  beberapa  orang  dalam  satu  departemen  atau  lebih,  yang 

dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang 

terjadi berulang-ulang. Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi 

tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau 

berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagina:2003). 

 

2.2 Perpajakan   

2.2.1 Definisi Pajak 

Pajak  adalah  iuran  yang  secara  wajib  bagi  rakyat  terhadap  Negara  yang 

diatur dalam Undang – Undang diperuntukkan untuk kemakmuran bersama tanpa 

mendapat  imbalan  secara  langsung.  Definisi  pajak  menurut  Feldmann  dalam 

(Resmi, 2013:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi dan semata-semata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.  

Menurut Dr. Rochman Soemitro dalam (Btotodiharjo: 1993), Pajak adalah 

iuran  rakyat  kepada  ks  Negara  berdasarkan  pada  undang-undang  (yang  dapat 

dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung 
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dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran 

umum. 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Menurut (Abdul Halim, 2017:4) yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajam  memberikan  sumbangan  terbesar  dalam  penerimaan  Negara,  kurang 

lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, 

pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  Pemerintah  untuk  membiayai 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend),  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Memberikan  insentif  pajak  (tax  holiday)  untuk  mendorong  peningkatan 

investasi di dalam Negeri. 

2) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

3) Pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan 

ekspor produk dalam Negeri. 

 

2.2.3 Unsur - unsur Pajak 

Unsur-unsur  pajak  menurut  Prof.  Dr.  Soemitro,  S.H.,  dalam  (Mardiasmo 

2016:3) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara.  Iuran  tersebut  berupa  uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 
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c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:6) Hukum 

Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum  Perdata,  mengatur  hubungan  antara  satu  individu  dengan  individu 

yang lain. 

b. Hukum  Publik,  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  dengan  rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: 

1) Hukum Tata Negara 

2) Hukum Tata Usaha  

3) Hukum Pajak 

4) Hukum Pidana 

 

2.2.5 Hukum Pajak Materil dan Huku Pajak Formil 

Menurut  Mardiasmo  (2016:7)  Hukum  pajak  mengatur  hubungan  antara 

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Paja. ada 

2 (dua) macam hukum pajak yakni; 

a. Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma  yang menerangkan antara lain 

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa 

yan  dikenakan  wajib  pajak  (subjek),  berapa  besar  pajak  yang  dikenakan 

(tarif),  segala  segala  sesuatu  tentang  timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  dan 

hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum  Pajak  Formil,  memuat  bentuk  atau  tata  cara  untuk  mewujudkan 

hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). 

Hukum ini memuat :  
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1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

2) Hak  –  hak  fiskus  untuk  mengadakan  pengawasan  terhadap  para  Wajib 

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimblkan utang 

pajak. 

3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. 

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

 

2.2.6 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak 

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut 

(Mardiasmo, 2016:15) yaitu: 

a. Wajib  Pajak  adalah  orang  Pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 

melakukan  pembayaran  pajak  yang  terutang,  termasuk  pemungut  atau 

pemotong pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. 

c. Objek  Pajak  adalah  bentuk  kegiatan  baik yang  dilakukan  oleh  orang 

pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.2.7 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  pengelompokan  menurut  golongan,  menurut 

sifat, dan menurut lembaga. 

 

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib 

Pajak  dan  tidak  dapat  dilimpahkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  atau 

pihak  lain.  Pajak  harus  menjadi  beban  Wajib  Pajak yang  bersangkutan. 

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

 

2) Pajak  Tidak  Langsung,  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau 

dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 
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jika  terdapat  suatu  kegiatan,  peristiwa,  atau  perbuatan  yang  menyebaban 

terutangnya  pajak,  misalnya  terjadi  penyerahan  barang  atau  jasa.  Misalnya 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

Cara  menentukan  apakah  suatu  pajak  termasuk  pajak  langsung  atau  pajak 

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur 

yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur 

tersebut. 

a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak;  

b) Penanggung  pajak  adalah  orang  yang  dalam  faktanya  memikul  terlebih 

dahulu beban pajaknya; 

c)  Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus 

dibebani pajak. 

Jika  ketiga  unsur  tersebut  ditemukan  pada  seseorang,  maka  pajaknya  disebut 

pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari 

satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. 

 

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak  Subjektif,  pengenaan  pajak  pertama  memperhatikan  keadaan  pribadi 

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahhui keadaan subjeknya barulah 

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau 

tidak.  Misalnya  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh),  jumlah  tanggungan 

dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. 

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat 

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui 

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum 

dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

tidak  memperhitungkan  apakah  wajib  pajak  tersebut  memiliki  tanggungan 

atau tidak. 
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c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2) Pajak  Daerah,  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  baik  daerah 

tingkat  I  (pajak  provinsi)  amupun  daerah  tingkat  II  (pajak  kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak 

daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain. 

 

2.2.8 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Abdul Halim (2017) syarat pemungutan pajak harus didasarkan 

pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal 

ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara 

maupun warga negara. 

 

a. Syarat  Pemungutan  Pajak  tidak  Menggangu  Perekonomian  (Syarat  Pajak 

Ekonomis) 

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran 

kegiatan  produksi  maupun  perdagangan,  sehingga  tidak  menimbulkan  kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

b. Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial) 

Syarat  pemungutan  pajak  salah  satunya  yaitu  harus  efisien  sesuai  dengan 

fungsi  budgetair,  biaya  pemungutan  pajak  harus  dapat  ditekan  sehingga  lebih 

rendah dari hasil pemungutannya. 

c. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana 

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus 

sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakan dalam memenuhi 
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kewajiban  perpajakannya.  Syarat  pemungutan  pajak  ini  dipenuhi  oleh  undang-

undang perpajakan yang baru. 

 

2.2.9 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian 

hak  kepada  Negara  untuk  memungut  pajak    (Mardiasmo,  2016:  5).  Teori–teori 

tersebut antara lain adalah: 

a. Teori Asuransi 

Negara  melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  dan  hak-hak  rakyatnya. 

Oleh  karena  itu  rakyat  harus  membayara  pajak  yang  diibaratkan  sebagai  suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap Negar, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

 

c. Teori Daya Pikul 

Beban  pajak  untuk  semua  orang  harus  sama  beratnya,  artinya  pajak  harus 

dibayar  sesuai  dengan  daya  pikul  masing-masing  orang.  Untuk  mengukur  daya 

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 

1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur  Subjektif,  dengan  memperhatikan  besarnya  kebutuhan  materiil 

yang harus dipenuhi. 

 

d. Teori Bakti 

Dasar  keadulan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan  rakyat  dengan 

Negaranya. Sebagai warga Negara  yang  berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
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e. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Makhsudnya 

memungut pajak berarti menarik  daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk 

rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan masyarakat lebih di pentingkan. 

 

2.2.10 Tata - Tata Cara Pemungutan Pajak 

Dalam  Resmi  (2017:08),  tata  cara  pemungutan  pajak  terdiri  atas  stelsel 

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini 

penjelasannya. 

1) Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel  ini  menyaakan  bahwa  pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  yang 

sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena 

itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak 

diketahui.  

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan 

Pasal 26. 

2) Stelsel anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan 

suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  penghasilan  tahun  sebelumnya  sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang 

terutang pada tahun sebelumnya.  

3) Stelsel Campuran  

Stelsel  ini  menyatakan  bahwa  pengenaan  pajak  didasarkan  pada  kombinasi 

antara  stelsel  nyata  dan  stelsel  anggapan.  Pada  awal  tahun,  besarnya  pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya 

pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak 
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berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak 

menurut  anggapan,  wajib  pajak  harus  membayar  kekurangan  tersebut  (PPh 

Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada 

besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali 

(restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).  

 

b. Asas Pajak 

1) Asas pajak domisili (asas tempat tinggal) 

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas 

tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan  wajib  pajak  yang  bertempat tinggal  di  wilayahnya,  baik  itu 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisli 

berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

2) Asas pajak sumber 

Dalam  tata  cara  pemungutan  pajak  harus  memperhatikan  sumber  pajaknya 

berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan  yang bersumber 

di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3) Asas pajak kebangsaan 

Dalam  tata  cara  pemungutan  pajak  harus  dihubungkan  dengan  kebangsaan 

suatu negara. 

 

c. Sistem Pemugutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : 

1) Official Assessment System 

Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kewenangan  aparatur  perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil 
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atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan). 

2) Self Assessment System 

Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak  dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya  berada  di  tangan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  diberi  kepercayaan 

untuk: 

a) menghitung sendiri pajak yang terutang; 

b) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

c) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

d) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 

e) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Jadi,  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  sebagian  besar 

tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). 

3) With Holding System 

Sistem  Pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga 

yang  ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak  tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga. 

 

2.2.11 Tarif  Pajak 

a. Tarif Tetap 

Tarif  tetap  adalah  tarif  berupa  jumlah  atau  angka  yang  tetap,  berapa  pun 

besarnya dasar pengenaan pajak (Resmi, 2017: 13). 
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Contoh: 

Tabe 2.1 Contoh Tarif Tetap 
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

Rp   1.000.000 Rp 6.000 
Rp   2.000.000 Rp 6.000 
Rp   5.750.000 Rp 6.000 
Rp 50.000.000 Rp 6.000 

 

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan 

menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun  jumlahnya dikenakan pajak 

sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat 

perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai. 

 

b. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif proporsional adalah tarif berupa persenatase tertentu yang sifatnya tetap 

terhadap  berapa  pun  dasar  pengenaan  pajaknya.  Makin  besar  dasar  pengenaan 

pajak,  makin  besar  pula  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan  kenaikan  secara 

proporsional atau sebanding. 

Contoh: 

Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional  
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Utang  Pajak 

Rp          1.000 10% Rp          100 
Rp        20.000 10% Rp       2.000 
Rp      500.000 10% Rp     50.000 
Rp 90.000.000 10% Rp 9.000.000 

 

Di  Indonesia,  tarif  proporsional  diterapkan  pada  PPN  (tarif  10%),  PPh Pasal  26 

(tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain). 

 

c. Tarif Progresif (meningkat)  

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif 

dibedakan menjadi tiga yaitu : 
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1) Tarif  Progresif  –  Proporsional,  tarif  berupa  persentase  tertentu  yang  maikin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut adalah tetap. 

Contoh: 

Tabel 2.3 Contoh Tarif Progresif - Proporsional  
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan  Tarif 

Sampai dengan Rp 10.000.000 15% - 
Di atas Rp 10.000.000 s,d Rp 
25.000.000 25% 10% 
Di atas Rp 25.000.000 35% 10% 

 

  Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk 

menghitung  PPh.  Tarif  ini  diberlakukan  sejak  tahun  1984  sampai  dengan  tahun 

1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.  

 

2) Tarif  Progresif –  Progresif,  tarif  berupa  persentase  tertentu yang  makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut juga makin meningkat. 

Contoh: 

Tabel 2.4 Contoh Tarif Progresif - Progresif  
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

Sampai dengan Rp 25.000.000 10% - 
Di atas Rp 25.000.000 s.d Rp 
50.000.000 15% 5% 
Di atas Rp 50.000.000 30% 15% 

 

Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung 

Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 

2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis 

tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk 

wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar 

pengenaan pajak sebagai berikut. 
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Tabel 2.5 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

Sampai dengan Rp 50.000.000 10% - 
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 
100.000.000 

15% 5% 

Di atas Rp 100.000.000 30% 15% 
 

3) Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat  dengan  meningkatnya  dasar  pengenaan  pajak,  tetapi  kenaikan 

persentase tersebut makin menurun. 

Contoh: 

Tabel 2.6 Contoh Tarif Progresif - Degresif  
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

Rp   50.000.000 10% - 
Rp 100.000.000 15% 5% 
Rp 200.000.000 18% 3% 

 

d. Tarif Degresif (Menurun) 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

Tabel 2.7 Contoh Tarif Degresif  
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

Rp   50.000.000 30% 
Rp 100.000.000 20% 
Rp 200.000.000 10% 

. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163) adalah 

pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima  atau  diperoleh  dalam  tahun  pajak.  Subjek  pajak  tersebut  dikenai  pajak 

apabila  menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Subjek  pajak  yang  menerima 

atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. 

Wajib  Pajak  dikenai  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya 

selama  satu  tahun  pajak  atau  dapat  pula  dikenai  pajak  untuk  penghasilan  dalam 

bagian  tahun  pajak  apabila  kewajiban  pajak  subjektifnya  dimulai  atau  berakhir 

dalam tahun pajak. 
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2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak 

meliputu: 

a. Orang Pribadi 

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

b. Warisan Belum Terbagi 

Warisan  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan  merupakan  subjek  pajak 

pengganti,  menggatikan  mereka  yang  berhak  yaitu  ahli  waris.  Penunjukan 

warisan  yang belum terbagi sebagi subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan  pajak  atas  penghasilan  yang  berasal  dari  warisan  tersebut  tetap 

dapat dilaksanakan 

c. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, 

organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga, 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap.  

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek 

pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu 

dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki 

oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yan  menjalankan  usaha  atau 

melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. 

d. Bentuk Usaha Tetap 

 Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi  yang tidak bertempat tinggal di  Indonesia, orang pribadi  yang berada di 

Indonesia  tidak  lebih  dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  dua  belas  bulan,  dan 
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badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

1) Tempat kedudukan manajemen; 

2) Cabang perusahaan; 

3) Kantor perwakilan; 

4) Gedung kantor; 

5) Pabrik; 

6) Bengkel; 

7) Gudang; 

8) Ruang untuk promosi dan penjualan; 

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;  

12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

13) Pemberian  jasa  dalam  bentuk  apa  pun  oleh  pegawai  atau  orang  lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 

14) Orang  atau  badan  yang  bertindak  selaku  agen  yang  kedudukannya  tidak 

bebas; 

15) Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat  kedudukan  di  Indonesia  yang  menerima  premi  asuransi  atau 

menanggung risiko di Indonesia; 

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, 

atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

 

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan 

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari 

Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau 

untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan 
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dalam bentuk apa pun, termasuk hal-hal berikut ini menurut (Mardiasmo, 

2016:167): 

 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

c) Keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran, 

pemecahan,  pengambilan  alih  usaha,  dan  reorganisasi  dengan  nama 

dan dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa  hadiah,  bantuan  atau 

sumbangan; 

e) Keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau  seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan perusahaan pertambangan. 

5) Penerimaan  kembali  pengembalian  pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai 

biaya. 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7) Deviden  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,termasuk  deviden  dari 

perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  polis  dan  pembagian  sisa  hasil 

usaha koperasi. 
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8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11) Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah. 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing. 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalank an usaha atau pekerjaan bebas. 

16) Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  dikenakan 

pajak. 

17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19) Surplus Bank Indonesia. 

 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: 

1) Bantuan  atau  sumbangan  termasuk  zakat.  Harta  hibahan  yang  diterima 

oleh  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  atau  sederajat,  badan 

keagamaan,  pendidikan,  sosial  termasuk yayasan  koperasi,  atau  orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunanya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2) Warisan 

3) Harta sebagai peengganti saham atau setoran modal. 

4) Imbalan natura. 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi. 

6) Deviden  yang  diperoleh  Wajib  Pajakdalam  negeri  dengan  syarat  berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%. 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau 

pegawai. 
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8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan. 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi. 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan. 

11) Beasiswa. 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang. 

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 

 

2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari 

penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah 

dan  bersifat  final.  Penghasilan  yang  dipotong  PPh  Pasal  4  ayat  2  antara  lain 

berikut ini, (Abdul Halim, 2018:23): 

a. Pengahasilan  berupa  bunga  deposito  dan  tabungan  lainnya,  bunga  obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan  yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi. 

b. Penghasilan berupa hadiah undian. 

c. Penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas  lainnya,  transaksi  derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura. 

d. Penghasilan dari transaksi dari pengalihan harpa berupa tanah dan tau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,dan persewaan tanah dan 

tau bangunan ; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya.  
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2.4 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

2.4.1 Dasar Hukum  

Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) huruf 

e atas pajak peghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. 

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara 

Penyetoran  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima 

atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui 

Anjungan Tunai Mandiri. 

 

2.4.2 Objek Pajak dan Subjek Pajak 

a. Objek Pajak 

Menurut  Abdul  Halim  (2017:322)  yaitu,  Penghasilan  dari  usaha  yang 

diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  Peredaran  bruto  tertentu, 

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

 

b. Subjek Pajak 

Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  adalah  Wjib  Pajak 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk 

usaha tetap; 

2) Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 

Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak; 
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Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 ditentukan berdasarkan 

peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak 

termasuk peredaran bruto dari: 

a) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; 

b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri 

c) Usaha  yang atas penghasilannya telah dikenakan pajak penghasilan  yang 

bersifat  final  dengan  ketentuan  peraturan  perundan-undangan  perpajakan 

tersendiri; dan 

d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

 

2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) 

a. Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi    yang  dikategorikan  sebagai 

Wajib  Pajak  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  adalah  Wajib  Pajak  Orang 

Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan  dan  atau  jasa  yang 

dalam usahanya: 

1) Menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang,  baik 

menetap maupun tidak menetap; dan 

2) Menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

Misalnya,  pedagang  makanan  keliling,  pedagang  asongan,  warung  tenda  di 

trotoar, dan sejenisnya. 

 

b. Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak 

memiliki peredaran bruto tertentu adalah: 

1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 

2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi 

secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000. 

 

2.4.4 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan 

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto 

tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 
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(satu)  tahun  pajak  adalah  1%.  Adapun  pengenaan  pajak  penghasilan  sebagai 

berikut: 

Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 

dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang 

bersangkutan. 

 Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah 

melebihi  jumlah  Rp  4.800.000.000  dalam  satu  Tahun  Pajak,  Wajib  Pajak  tetep 

dikenai tarif Pajak Penghasilan 1 persen sampai dengan akhir Tahun Pajak yang 

bersangkutan. 

 Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 

4.800.000.000  pada  suatu  Tahun  Pajak,  atas  penghasilan  yang  diterima  atau 

diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak 

Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang  

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak 

Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

Adapun  Pajak  Penghasilan  Terutang  dihitung  berdasarkan  tarif  pajak  dikalikan 

dengan  dasar  pengenaan  pajak  yang  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  sebagi 

berikut: 

 

PPh Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= 1% x Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan 

 

Contoh : 

CV Bahari memiliki usaha penjualan gerabah  yang berdasarkan pembukuan 

atau catatan pada Tahun Pajak 2013 (Januari 2013 sampai dengan Desember 

2013) memiliki peredaran bruto sebesar empat miliar rupiah. Dengan 

demikian, atas penghasilan dari usaha  yang diterima CV Bahari pada tahun 

2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1 persen. 
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Jika  CV  Bahari  pada  Agustus  2014  memperoleh  penghasilan  dari  usaha 

penjualan  gerabah  sebesar  Rp  50.000.000  maka  Pajak  Penghasilan yang 

bersifat final yang terutang untuk Agustus 2014 dihitung sebagai berikut. 

 

PPh yang bersifat final = 1% x Rp 50.000.000 = Rp 500.000 

 

2.4.6 Penyetoran dan Pelaporan 

a. Wajib Pajak wajib menyetor  Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau 

bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  menggunakan  Surat  Setoran 

Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran 

Pajak  yang  telah  mendapat  validasi  dengan  Nomor  Transaksi  Penerimaan 

Negara, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir 

b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib 

menyampaikan  SPT  Masa  Pajak  Penghasilan  paling  lama  20  hari  setelah 

Masa Pajak berakhir. 

c. Wajib  Pajak  yang  telah  melakukan  penyetoran  Pajak  Penghasilan  dianggap 

telah  menyampaikan  SPT  Masa  Pajak  Penghasilan  sesuai  dengan  tanggal 

validasi  Nomor  Transaksi  Penerimaan  Negara  yang  tercantum  pada  Surat 

Setoran Pajak. 

 

2.4.7 Tata Cara Pelaporan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM 

pada  Bank  Persepsi  yang  di  tunjuk  oleh  Menteri  Keuangan.  Penyetoran  Pajak 

Penghasilan  melalui  ATM  dilakukan  dengan  memasukkan  NPWP,  Masa  Pajak 

dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang kan dibayar. Atas penyetoran 

tersebut,  Wajib  Pajak  menerima  Bukti  Penerimaan  Negara  (BPN)  dalam  bentuk 

cetakan struk ATM. 

Apabila  terdapat  kendala  pada  mesin  ATM,  sehingga  BPN  tidak  dapat 

tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, maka Wajib Pajak dapat meminta 

cetak ualang BPN di kantor cabang milik Bank Persepsi yang bersangkutan. 
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BPN, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana 

administrasi  lain  yang  kedudukannya  disamakan  dengan  Surat  Setoran  Pajak 

dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. 

Apabila  terdapat  perbedaan  antara  data  pembayaran  yang  tertera  dalam  BPN 

dengan daya pembayaran menurut Modul Penerimaan Negara (MPN) maka 

dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN. 

Dalam BPN setidaknya tercantum elemen-elemen berikut ini: 

a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

b. Nomor Transaksi Bank (NTB) 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

d. Nama Wajib Pajak 

e. Kode Akun Pajak 

f. Kode Jenis Setoran 

g. Masa Pajak 

h. Tahun Pajak 

i. Tanggal transaksi 

j. Jumlah nominal pembayaran 

Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM diadministrasikan sebagai 

penerimaan Neraga denga Kode Akun Pajak 411128 (PPh Final) dan Kode Jenis 

Setoran 420 (PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Usaha yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu). 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir 

3.1.1  Lokasi Tugas Akhir 

Pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus 

Sambodo dan Rekan di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada badan usaha jasa 

pendidikan dan pelatihan perpajakan program brevet A, B, dan C CV. XXX. 

 

3.1.2  Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir 

Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan surat tugas nomor 

0605/UN25.1.2/SP/2018  yaitu  dimulai  dari  tanggal  26  Februari  2018  sampai 

dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan 

Rekan.  

Adapun  kegiatan  Tugas  Akhir  ini  dilakukan  sesuai  dengan  jam  kerja  di 

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Drs. 

Agus Sambodo dan Rekan 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Minggu Libur Libur  

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Akhir  

3.2.1  Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Tugas Akhir di KKP Agus Sambodo dan rekan terdapat 

4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT. Cipta Sarana Cendekia 

(Professional Education Development Partner), CV. Cipta Jasatama (Training & 

Education Center), KKP Agus Sambodo dan rekan (Registered Tax Consultants), 

dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (Registered Public 
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Accountants).  Pada  pelaksanaan  Tugas  Akhir  akan  dibuat  Laporan  Tugas  Akhir 

oleh  penulis  dengan  judul  “Prosedur  Penghitungan  Penyetoran  dan  Pelaporan 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan Usaha Jasa Pendidikan Dan 

Pelatihan CV. XXX”. Sehingga pada pelaksanaan Tugas Akhir, penulis 

ditempatkan pada badan usaha jasa pendidikan dan pelatihan perpajakan program 

brevet A, B, dan C CV. XXX. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan 

judul tersebut, diantaranya: Mengaudit laporan keuangan, Merekap dan mengarsip 

data-data  keuangan  terkait  pajak  yang  akan  dihitung  dan  ditentukan  melakukan 

penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan usaha dengan 

Peredaran  Bruto  tertentu  yang  terhitang  melalui  e-Billing,  e-spt  dan  e-Filing 

dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis. 

 

3.2.2  Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir 

Selama pelaksanaan Tugas Akhir, penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan  yang  ada  di  Kantor  Konsultan  Pajak  Drs.  Agus  Sambodo  dan  Rekan 

pada badan usaha CV. XXX yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 
1. Senin,26 

Februari 2018 
Penanggung 
jawab : Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Perkenalan 
b. Belajar memahami 

kegiatan apa saja yang 
berada  KKP Agus 
Sambodo dan rekan 

 

a. Dapat berkenalan 
dengan seluruh 
karyawan  KKP  Agus 
Sambodo dan rekan 

b. Dapat mengetahui  
kegiatan apa saja 
yang  berada  di  KKP 
Agus Sambodo dan 
rekan 
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(a) (b) (c) (d) 

2. Selasa,27 
Februari 2018  
Penanggung 
jawab: Drs Agus 
Sambodo 
SE.,MSA.,BKP 
dan  Nanda  Putri 
Aprilianti 
 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
Tax Flow dan KUP 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
Tax Flow dan KUP 

3. Rabu,28 
Februari 2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiarto 
M.Pd.,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong 
PPh Pasal 23 atas PT 
XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
KUP 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong  PPh  Pasal 
23 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
KUP 

4. Kamis, 01 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Merekap bukti potong 
PPh Pasal 22 atas PT 
XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet  A,B  &  C  tentang 
PPh 21 & 26 

a. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong  PPh  Pasal 
22 

b. Dapat memahami 
perpajakan terkait 
PPh Pasal 21 & 26 

5. Jum’at,02 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani  

a. Menghitung  PPh  21  atas 
gaji pegawai PT XXX 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung PPh 
Pasal 21 atas 
Pegawai 
Perusahaan 
 

6. Sabtu,  03  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno  

a. Menginput data keuangan 
kas kecil Universitas 
XXX 

b. Sharing pelaporan Pajak 
atau SPT Tahunan 
menggunakan e-filing 

 

a. Dapat mengetahui 
pengeluaran terkait 
kas kecil 
Universitas XXX 

b. Dapat mengetahui 
tentang e-filing 
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(a) (b) (c) (d) 

7. Senin, 05 Maret 
2018 
Penanggung 
jawab: Retno 
dan Tim 
Instruktur 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-filing.  

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang  
workshop  

a. Dapat mengetahui 
tata  cara  pelaporan 
SPT tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

8. Selasa, 06 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Tim 
Instruktur 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C tentang 
workshop 

a. Dapat mengetahui 
tata  cara  pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa  yang  di  bahas 
dalam workshop 

9. Rabu,  07  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno,  
Kartika Ayu 
Rahmadani dan 
 Tim Instruktur 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-filing. 

b. Mengaudit Laporan 
Penyusutan Aset Tetap 
PT. Kadiri Putra dan CV. 
Tulungagung Jaya 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet  A,B  &  C  tentang 
workshop 

a. Dapat mengetahui 
tata  cara  pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
filing 

b. Dapat Memahami 
Penghitungan 
Penyusutan Aset 
Tetap 

c. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

10. Kamis, 08 Maret 
2018 
Penanggung 
mJawab: 
Kartika Ayu 
Rahmadani   

a. Menginput data Tax 
Amnesty PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet  A,B  &  C  tentang 
workshop 

a. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

b. Dapat memahami 
dan mengerjakan 
apa yang dibahas 
dalam workshop 

11. Jumat,  09  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Menginput data Aset 
Tetap PT.XXX 

 

a. Dapat mengetahui 
tentang aset Tetap 
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(a) (b) (c) (d) 

12. Sabtu, 10 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab:  

a. Sharing-sharing 
pelaporan  SPT  Tahunan 
menggunakan e-Form 

b. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

a. Dapat mengetahui 
Pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-
Form 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

13. Senin,  12  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
 

a. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang    SPT  PPh  Akhir 
Tahun (1770) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir  Tahun  Orang 
Pribadi 

14. Selasa, 13 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:   Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang  SPT  PPh  Akhir 
Tahun Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

b. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir Tahun Badan  

15. Rabu, 14 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:    Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas 
Orang Pribadi 

b. Melaporkan SPT 
Tahunan orang Pribadi 
menggunakan e-Form  

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang SPT PPh Akhir 
Tahun Badan (1771) 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat e-
SPT atas orang 
pribadi 

b. Dapat mengetahui 
prosedur pelaporan 
SPT Tahunan 
menggunakan e-
form 

c. Dapat memahami 
perhitungan dan 
pengisian  SPT  PPh 
Akhir Tahun Badan 
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(a) (b) (c) (d) 

16. Kamis, 15 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab:  Nanda 
Putri Aprilianti 

a. Merekap data PPh 23 
atas P.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang e-SPT Masa 21 

a. Dapat memahami 
penghitungan PPh 
23 dalam 
perusahaan 

b. Dapat mengerti 
bagaimana 
pengisian SPT masa 
21 secara eletronik 

17. Jumat, 16 Maret 
2018  
Penanggung 
jawab: Nanda 
Putri dan 
Kartika Ayu 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-filing 

b. Membuat e-SPT orang 
Pribadi atas klien 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan SPT 
Tahunan  melalui  e-
filing atas pegawai 
PT XXX 

b. Dapat mengetahui 
bagaimana cara 
pengisian SPT OP 
secara elektronik 

18. Senin,  19  Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Retno 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 
 

a. Melaporkan SPT 
Tahunan Pegawai atas 
PT.XXX melalui e-
filing. 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang e-faktur 

a. Dapat mengetahui 
pelaporan SPT 
Tahunan 
menggunakan e-
filing atas pegawai 
PT XXX 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat 
faktur pajak secara 
elektronik 

19. Selasa, 20 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Membuat e-SPT atas 
klien  

b. Merekap Laporan 
Keuangan atas klien 
PT.XXX 

c. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B  & C tentang 
e-faktur 

a. Dapat mengetahui 
cara  membuat  SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
susunan laporan 
keuangan 
perusahaan 

c. Dapat mengetahui 
cara membuat 
faktur pajak secara 
elektronik 
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(a) (b) (c) (d) 

20. Rabu, 21 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan Azizah  

a. Menginput  Daftar  Harta 
pada e-SPT atas klien 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
e-SPT orang pribadi 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
secara elektronik 

b. Dapat mengetahui 
cara membuat SPT 
orang pribadi 
secara elektronik 

21. Kamis, 22 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs 
Sugiharto,M.Pd.
,BKP dan 
Kartika Ayu 
Rahmadani 

a. Merekap data Laporan 
Tax Amnesty CV.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Jasa Kontruksi 

a. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 

22. Jumat, 23 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
dan Retno  

a. Menghitung, Mengarsip 
dan  Membuat  SPT  PPh 
Pasal  21  atas  Komisaris 
(clien) 

b. Merekap data Laporan 
Tax Amnesty CV.XXX 

a. Dapat mengerti 
bagaimana 
menghitung dan 
melaporkan SPT 
PPh  Pasal  21  atas 
Komisaris 

b. Dapat memahami 
tentang Tax 
Amnesty 

23. Sabtu, 24 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Retno  

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan CV. XXX 

b. Merekap bukti potong 
PPh Pasal 23 

 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

b. Dapat mengetahui 
penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 
23 

24. Senin, 26 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Azizah 
dan Drs. 
Sugiharto, 
M,Pd.,BKP 

a. Merekap  Data  Rekening 
Koran Kopkar Mapan 
Sejahtera PT. XXX 
mulai Januari s/d 
Desember 2017 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A, B, & C 
tentang Jasa Kontruksi 

a. Dapat memahami 
dan mengerti PPh 
yang  dipotong  atas 
rekening koran di 
bank  

b. Dapat mengetahui 
tentang perpajakan 
atas Jasa Kontruksi 
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(a) (b) (c) (d) 
25. Selasa, 27 Maret 

2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri dan 
Drs.Ali Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP  

a. Merekap data Buku 
Besar atas KSU XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning 

a. Dapat mengetahui 
cara membuat 
Buku Besar  

b. Dapat mengetahui 
manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

26. Rabu, 28 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 
dan  Drs.Ali 
Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP 

a. Mengoreksi ulang 
Laporan Keuangan atas 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C Tentang 
Tax Planning 

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
tentang  manajemen 
perpajakan 
kedepannya 

27. Kamis, 29 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Dewi 
Ernawati, SE 
dan  Drs.Ali 
Irfan, 
MSA.,Ak.,CA.,
BKP 

a. Mengoreksi ulang 
Laporan Keuangan atas 
PT.XXX 

b. Pelatihan Perpajakan 
Brevet A,B & C 
Tentang Pembahasan 
soal-soal USKP 

a. Dapat melatih 
ketelitian dalam 
mengerjakan suatu 
pekerjaan 

b. Dapat mengetahui 
materi-materi 
tentang  USKP  dan 
strategi cara 
mengerjakannya 

28. Sabtu, 31 Maret 
2018 
Penanggung 
Jawab: Nanda 
Putri Aprilianti 
dan Kartika 
Putri Aprilianti 

a. Diskusi Mengenai 
Tugas Akhir  

b. Merekap data Faktur 
Pajak PT.XXX 

a. Dapat mengetahui 
tambahan – 
tambahan materi 
untuk Tugas Akhir 

b. Dapat memahami 
tentang Faktur 
Pajak 

29. Senin, 2 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Merekap Data SPT PPh 
pasal 4 ayat 2 PT.XXX 
 

a. Dapat memahami 
dan mengerti 
tentang pajak PPh 
Pasal 4 ayat 2 pada 
perusahaan 
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(a) (b) (c) (d) 

30. Selasa, 3 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Kartika 
Ayu Rahmadani 

a. Mengaudit Laporan 
Keuangan PT. XXX 

a. Dapat mengetahui 
presedur dan cara 
menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan 

31. Rabu, 4 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs. 
Sugiharto,M.Pd.
,BKP 

a. Diskusi tentang 
peraturan terbaru 
Perpajakan 

a. Dapat mengetahui 
peraturan-peraturan 
perpajakan terbaru 
dan perbandingan 
dengan peraturan 
lama 

32. Kamis, 5 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs.Ali 
Irfan,MSA.,Ak.,
CA.,BKP 

a. Diskusi perpajakan 
tentang Aspek 
Perpajakan Dana Desa 

a. Dapat mengetahui 
dan lebih mengenal 
tentang apasaja 
aspek perpajakan 
yang ada dalam 
Dana Desa 

33. Jumat, 6 April 
2018 
Penanggung 
Jawab: Drs 
Agus Sambodo, 
SH.,MSA.,BKP 
dan Dwi 
Hariyani 

a. Closing Ceremony dan 
Berpamitan kepada 
semua staff Kantor 
Konsultan Pajak Agus 
Sambodo dan Rekan 
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3.3  Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Tugas Akhir ini yaitu data 

kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Data  kuantitatif  adalah  data  informasi  yang 

berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan 

ini berupa Surat Pemberitahuan Tahunan 2016, Kode Biling, serta Bukti 

Pembayaran  Pajak  Penghasilan  final  yang  disetor  tiap  bulan.  Data  kualitatif 

adalah  data  informasi  yang  berbentuk  kalimat  verbal  bukan  berupa  simbol 

angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan 

teknik  analisis  mendalam dan  tidak  bisa  diperoleh  secara  langsung.  Untuk 

mendapatkan data kualitatif membutuhkan lebih banyak waktu dan sulit 

dikerjakan karena harus melakukan wawancara,atau diskusi. 

 

3.3.2  Sumber Data 

Data  yang digunakan dalam Pelaksanaan  Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  Wajib  Pajak  pada 

Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan perhitungan, 

penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  dengan 

peredaran  bruto  tertentu  seperti  Laporan  Keuangan  Neraca  dan  Laba  Rugi, 

Surat  Pemberitahuan  Tahunan,  Bukti  Setor  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat 

final.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel,internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  pelaksanaan Tugas 

Akhir ini adalah: 
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a. Studi Pustaka 

Studi pustaka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang 

berhubungan  dengan  laporan  Tugas  Akhir  ini  berupa  kutipan-kutipan  dari 

buku    dan  foto  laporan  keuangan,  kode  biling,  bukti  bayar  dan  SPT  (Surat 

Pemberitahuaan). 

 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi  pendahuluan  untuk  mengetahui  data  responden  yang  lebih  mendalam 

melalui tanya jawab. 

 

c. Dokumen  

Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang  didapat  penulis  berupa  gambar  laporan  keuangan  neraca  dan  laporan 

laba rugi. 
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Langkah 1. Akan muncul tampilan laman utama sepeti digambar, Langkah 

selanjutnya  membuat  kode  biling  dengan    pilih  dan  klik  e-billing 

seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.3  Tampilan laman utama website www.pajak.go.id 
 

Langkah 2. Setelah  klik  kode  biling  akan  muncul  tampilan  laman  baru  silahkan 

pilih dan klik e-Billing Versi 2 seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.4  Laman awal sistem e-Billing 
 

Langkah 3. Setelah  itu  akan  muncul  tampilan  laman  untuk  login  ke  SSE  (Surat 

Setoran Pajak) input NPWP,  pasword yang sudah terdftar pada DJP 
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BAB 5. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka Prosedur Penghitungan 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Badan 

Usaha Jasa Pendidikan Dan Pelatihan CV. XXX dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

a. CV. XXX melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah 

peredaran bruto usaha setiap bulannya, dan besarnya jumlah peredaran bruto 

setiap  bulan  tersebut  dikaliakan  dengan  tarif  pajak  final  sebesar  1%  untuk 

menghitung berapa pajak terutangnya. 

b. Penyetoran dilakukan oleh CV.XXX dengan menggunakan e-Billing melalui 

www.sse3.pajak.go.id dengan jenis pajak 411128 dan jenis setoran 420 untuk 

mendapatkan kode billing yang dijadikan untuk penyetoran ke bank persepsi 

atau kantor pos. Setoran pajak diakui setelah mendapat NTPN dan digunakan 

untuk input data laporan SPT Tahunan. 

c. CV. XXX hanya melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan, 

formulir  1771  melalui  e-SPT  setalah  itu  data  tersebut  dijadikan  file  CSV 

kemudian diapload melalui  e-Filing dengan melampirkan bukti setoran bank 

dan setelah apload akan mendapat bukti penerimaan elektrinik sebagai bukti 

lapor.  . 

 

5.2 Saran  

Terkait  kewajiban  perpajakan  dalam  melakukan  penghitungan,  penyetoran 

dan pelaporan masa atau pun tahunan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 huruf (e) 

sudah baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Maka kewajiban perpajakan CV. 

XXX agar dipertahankan sehingga kepatuhan kewajiban perpajakannya bisa 

menjadi contoh wajib pajak laninnya.  
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Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang 
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Lampiran 4. Surat Selesai Magang 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek 
Kerja Nyata  
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Lampiran 10. Perhitungan Peredaran Bruto Usaha 
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Lampiran 11. Kode Biling 
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Lampiran 12. Bukti Setor   
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Lampiran 13. SPT (Surat Pemberitahuan) 
(SPT Induk) 
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(SPT Lampiran 1) 
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(SPT Lampiran II) 
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(SPT Lampiran III) 
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(SPT Lampiran IV) 
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(SPT Lampiran V) 
 

 
 
 
 
 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


95 
 

(SPT Lampiran VI) 
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(SPT Transkip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan) 
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(SPT Lampiran Khusus) 
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Lampiran 14. Bukti Penerimaan Elektronik 
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Lampiran 15. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan 
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Lampiran 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahuan 2007 
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Lampiran 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
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Lampiran 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 
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Lampiran 19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-37/PJ/2013 
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